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Adapun isi Paket A seleng-
kapnya yang dimenangkan
parpol pendukung Jokowi,
yaknipresidential threshold:20-
25%, p arliamentary threshold :
4%, sistem pemilu: terbuka,
jumlah kursi per dapil: 3-10,
dan metode konversi suara:
sainte lague Thurni.

Aksiwalkouttadimalamjuga
dilakukan oleh pimpinan DPR,
yalkni Fadli Zon, Taufik Kurnia-
wan, dan Agus Hermanto. Me-
rela mengikuti langkah fraksi-
nya. Saat pengambilan kepu-
‘tusan, pimpinan DPR yang ter-
sisa tinggal dua yakni Ketua
DPR Setya Novanto dan Wakil
Ketua DPR Fahri Hamzah. Se-
tyaNovantoakhirnyamengam-
bilalih pimpinansidangyangdi-
tinggalkan Fadli Zon.

Novanto kemudian mem-
bacakan jumlah kehadiran
anggota DPR yang hadir pada
pengambilankeputusan,yakni
538 orang. Anggotayang men-
dukung opsi Paket A menurut
dia ada 322, pendukung Paket
B sebanyak 216. “Kita pu-
tuskan apakah opsi A secara

aklamasi bisa disetujui?’ njar:

Novanto yang dijawab setuju
oleh seluruh peserta sidang.ta
setujuoleh pesertarapat:

Di luar parpol pendukung
pemerintah, empat fraksilain
mendukung Paket B. Paket B
terdiri atas p residential thres-
hold : 0%, parliamentary thres-
hold : 4%, sistem pemilu: terbu-
ka, jumlah kursi dapil: 3-10,
dan metode konversi suara:
kuotahare.

Sebelum voting pengambil-
an keputusan, empat fraksiyak-
ni Gerindra, Demokrat, PAN,
dan PKS berusaha agar voting ti-
dak dilakukan tadi malam, tuju-
anmiyaagarlobi-lobi dilanjutlcan:
Merekamemintavotingditunda
hingga Senin (24/7).

Karena terdapatperbedaan
pandangan, rapat paripurna
yang dipimpin Wakil Ketua
DPR Fadli Zon akhirnya me-
mutuskan dilakukan voting
untuk menentuKan kapan
waktu voting dilakukan.

Hasilnya, anggota DPR
yang setuju voting dilakulkan
tadi malam sebanyak 322
orang, mereka berasal dari
PDIP, Golkar, NasDem, Hanu-
ra, PPP, dan PKB. Sedangkan
yang setuju voting ditunda ke
Senin sebanyal 217, yakni ber-
asal dari Fraksi Gerindra, De-
mokrat, PAN dan PKS.

Proses rapat paripurna se-
panjang siang hingga tengah
malam tadiberjalanalot. Rapat
tak jarang diwarnai debat dan
saling interupsi di antara ang-
gotaDPR.

Saat membukakembalira-
pat paripurna setelah diskors
untuklobipadapukul22.00 ta-
di malam, Fadli Zon menyebut
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laporan hasil kerja kepada pimpinan sidang Fadli Zon.

hasil lobi-lobi mengerucut pa-
da dua paket isu krusial RUU
Pemilu. Paket tersisa yakni A
atau B.
Perbedaanpandangan fralk-
si, terutama pada isu presidern-
tial threshold sudah terlihat pa-
dapemadangan fraksipadapa-
ripurna siang harinya. Seluruh
partai politik (parpol) pendu-
kung pemerintah mendukung

. Paket A. Fraksi tersebut yakni

PDIP, Golkar, NasDem, Hanu-
ra, PPP, dan PKB. ;

Sedangkantigafraksimene-
gaskan mendukung Paket B.
FraksitersebutyakniGerindra,
Demokrat, dan PKS. Sedang-
kan Fraksi PAN memilih opsi
presidential threshold 10-15%.

Pimpinan DPRlalumenun-
dasidangpadapukul14.00dan
memberi waktu kepada selu-
ruh fraksi melakukanlobisela-
ma dua jam. Namun, karena
alotnya proses lobi yang ber-
langsung tertutup, rapat pari-
purna baru bisa dibuka kem-
bali delapan jam kemudian,
atau pada pukul22.00.

Ketua Fraksi Partai Gerin-
dra, Ahmad Muzani, dalam

pandangan fraksinya menolak
berapa pun angka presidential
threshold karena dapat mence-
derai demokrasi dalam pelak-
sanaan Pemilu2019.

»Partai Gerindra meng-
inginkan agar musyawarah te-
tap mufakat. Bagi Gerindra,
threshold 20%,atautreshold be-
rapa pun tak sesuai. Kami tak
inginPilpres 201 9akandicede-
rai dengan pelanggaran ins-
kontitusional,” ucap Muzani di
ruang rapat paripurna, Ge-
dung DPR.

Halyangsamadisampaikan
Fraksi PKS melaluijurubicara-
nya, Sutriyono. PKS meman-
dangpresidentialthresholdketi-
ka ditiadakan akan memberi
kesempatan yang luas kepada
rakyat Indonesia untuk meng-
gunakan haknya dipilih seba-
gaipresiden.

Disampingitu, peniadaan
presidential threshold memuat
pemilulebih berkeadilan dan
membentuk keseteraan kare-
A4 Setiap partai politik bisa
mengajukan capres-cawapres
sendiri. "Dengan demikian
rakyat akan diuntungkan ba-

ggota DPR Fraksi PKS melakukan konsolidasi seusai musyawarah dan lobi disela-selarapatsidang
Paripurna ke-32 masa persidangan Vtahunsidang2016-2017 dilkompleks Parlemen Senayan,
Jakarta, tadi malam (foto atas).Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy (dua kanan) menyerahkan

nyak calon alternatif pemim-
pinbangsa,” papar Sutriyono.

Di sisilain, Menteri Dalam
Negeri Tjahjo Kumolo mene-
gaskanbahwaRUU Pernilume-
mang seharusnya diselesaikan
kemarin. Dia mengaku meng-
hargaijika ada perbedaan pen-
dapat oleh fraksi-fraksi. "Soal
ada yang bersikukuh kita har-
gaisaja,itusah-sahsaja. Semo-
gamalaminiselesai,” ujar Tjah-
jo seusai skorsing sidang pari-
purna kedua kalinya pada pu-
kul17.40 WIB tadimalam.

Dia kembali membantah
presidential threshold 20% alkan
melahirkan ~ calon presiden
tunggal. Apalagi, angka thres-
hold yang sama sudah diguna-
kan dalam dua pilpres sebe-
lurnnya dan pesertanya selalu
lebih darisatupasangan.

Dengan disahkannya RUU
Pemilu ini dipastikan akan ada
gugatanke Mahkamah Konsti-
tusi. Pasal yang akan digugat
antara lain presidential thres-
hold karenadinilaibertentang-
andengan konstitusi.
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